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SITUASI KONDISI 
INDONESIA SAAT INI

• UU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATAN HANYA ADA 
1 PP YAITU PP TENTANG AIR SUSU IBU DARI 32 PP 
YANG HARUS ADA PADA TAHUN 2010 SEPERTI YANG 
DIAMANATKAN 

• UU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TIDAK 
ADA 5 PP YANG HARUS ADA PADA TAHUN 2011 SEPERTI ADA 5 PP YANG HARUS ADA PADA TAHUN 2011 SEPERTI 
YANG DIAMANATKAN 

• UU NO 40 TH 2004 TENTANG SJSN DAN UU NO 24 TH 
2011 TENTANG BPJS BARU 1 JANUARI 2014 AKAN 
DILAKSANANKAN 

• SAAT INI SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN 
DIINDONESIA LEBIH BANYAK TIDAK MENGGUNAKAN 
ASURANSI 

• PERATURAN DAN STANDAR BANYAK YANG TIDAK 
DILAKSANAKAN

• STANDAR PELAYANAN MINIMAL MEDIK CACAT HUKUM 
KARENA DISAHKAN TH 2008 BERLAKU SEJAK TH 2007 



• Keluhan masyarakat miskin dan keluaga terlantar  
yang merasa terabaikan dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan karena tidak mampu bayar.

• Penolakan pasien oleh RStidak sesuai dengan pasal 
28 H (ayat 1) Amandemen UUD 1945 kesehatan 
sebagai hak asasi .

• Tanggung jawab pemerintah (sesuai pasal 34 UUD 
1945) Dibuat program pemenuhan perlindungan 

• Tanggung jawab pemerintah (sesuai pasal 34 UUD 
1945) Dibuat program pemenuhan perlindungan 
kesehatan keluarga miskin dan orang terlantar . 

• Masyarakat berkewajiban memonitoring dan evaluasi 
dan mengantisipasi penyimpangan yang mungkin 
terjadi dalam pelaksanaan program pemenuhan 
perlindungan kesehatan keluarga miskin .



lanjutan
• Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan ( 

JPSBK ) dan PDPSE- BK ( Penanggulangan 
Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang 
Kesehatan ) . Krisis ekonomi dan moneter mulai 
tahun 1997 sehingga banyak orang miskin . Dana 
JPSBK HUTANG dari Bank Pembangunan Asia  
(1998 – 2002 ) sebesar 200 juta U$ pada awal 
program JPSBK untuk pelayanan kesehatan dasar  program JPSBK untuk pelayanan kesehatan dasar  
dan banyak sekali dugaan penyelewengan antara 
lain menyebrang ke JPKM antara lain per 
kabupaten sekitar 500 juta pertahun , fee 
untuk bapel JPKM 8 % Dll . TH 2001 – 2002 
untuk program kesehatan lanjutan dari PDPSE –
BK .



Lanjutan 

• Program Kompensasi Pengurangan Subsidi 
Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Program 
mirip JPSBK dana dialirkan langsung kepada 
pemberi pelayanan kesehatan , dilapangan 
banyak kesulitan dalam mempertanggung 
jawabkan .Disini ada kejanggalan sarana 
pelayanan kesehatan berperan ganda sebagai 
pemberi layanan dan sekaligus sebagai pemberi layanan dan sekaligus sebagai 
pengelola dana .Dana murni dari kompensasi 
pengurangan subsidi bahan bakar minyak 
.Program ini diragukan akuntabilitas dan 
transparansinya .



Lanjutan 

• Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga 
Miskin ( JPK – GAKIN ) TH 2003 – 2004 
.Dana dari PKPSBBM .Diuji coba di 2 propinsi 
dan 13 kabupaten / kota dgn prinsip kendali 
mutu dan kendali biaya .Pengelola dapat dana 
manajemen pengelolaan maksimal 5% .Th 2004 
dikembangkan lagi daerah JPK – GAKIN di 2 
propinsi dan 12 kabupaten/ kota .Survai YPKKI 
di DKI Jaya masih banyak kendalia antara lain 
propinsi dan 12 kabupaten/ kota .Survai YPKKI 
di DKI Jaya masih banyak kendalia antara lain 
sulit mendapatkan kartu JPK – GAKIN 
informasi terakhir dijual belikan oleh oknum 
sebesar Rp250.000,- , distribusinya tidak 
jelas dan badan penyelenggaranya belum 
profesional .



Lanjutan 

• Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
Miskin ( JPKMM ) 

• DASAR PROGRAM UU NO 40 TAHUN 2004 
TENTANG SJSN ( SISTIM JAMINAN SOSIAL 
NASIONAL )

• SK MENKES NO 1241 TAHUN 2004 Menugasakan 
PT ASKES sebagai penggelola program JPKMM PT ASKES sebagai penggelola program JPKMM 
pada tahun 2005 .

• Program ini dikenal dengan nama ASKESKIN
• Jumlah MASKIN SEKITAR 36 JUTA .
• Disini peran serta masyarakat sangat penting 

dalam hal pengawasan , monitoring dan evaluasi .



KELEMAHAN DARI PROGRAM 
INI 

• TANPA KARTU ASKESKIN DAPAT DILAYANI 
• OBAT DILUAR STANDAR DAPAT DIBERIKAN ASAL ADA 

PERSETUJUAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT AKHIRNYA 
TIMBUL PENYELEWENGAN DI BAU BAU 

• KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM • KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM 
• AKHIRNYA TAHUN 2008 DIAMBIL KEMBALI OLEH 

DEPKES DIMANA DEPKES SEBAGAI REGULATOR 
MERANGKAP SEBAGAI OPERATOR DENGAN NAMA 
JAMKESMAS ( JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 
MISKIN )

• DASAR PROGRAM BANTUAN SOSIAL ( BANSOS )



JAMINAN KESEHATAN 
MASYARAKAT ( JAMKESMAS )

• MULAI PROGRAM TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN 
SAAT INI 

• PROGRAM TIDAK JELAS UNDANG UNDANGNYA 
DASARNYA ADALAH BANSOS ( BANTUAN SOSIAL )

• KEMENTERIAN KESEHATAN BERTINDAK SEBAGAI 
REGULATOR MERANGKAP OPERATOR 

• PESERTANYA 76,4 JUTA MASYARAKAT MISKIN DAN 
REGULATOR MERANGKAP OPERATOR 

• PESERTANYA 76,4 JUTA MASYARAKAT MISKIN DAN 
ORANG TERLANTAR 

• PREMI YANG DIBAYAR PEMERINTAH RP 5000,-
PERKEPALA PER BULAN TOTAL PERTAHUN RP 4,6 
TRILIUN 

• KEMENTERIAN KESEHATAN MENGAJUKAN DANA 
TAMBAHAN RP 1,7 TRILIUN JADI SECARA 
KESELURUHAN TOTAL BIAYA RP 6,3 TRILIUN .



LANJUTAN JAMKESMAS

• PROGRAM INI TIDAK MEMPUNYAI STANDAR 
• MANLAKNYA SERING BERUBAH UBAH 
• STANDAR OBATNYA TIDAK ADA
• INA DRG KONTRAK HABIS 30 SEPT 2010 DAERAH 

BINGUNG
• KEMENTERIAN KESEHATAN MASIH SENANG DENGAN 

INA 2 AN , MASYARAKAT SUDAH INNA ILLAHI 
• KEMUDIAN MUNCUL PROGRAM JAMPERSAL DARI 

INFOMASI YANG DAPAT DIPERCAYA DANA SEKITAR INFOMASI YANG DAPAT DIPERCAYA DANA SEKITAR 
RP 1,2 TRILIUN BERLAKU UNTUK SELURUH LAPISAN 
MASYARAKAT TERMASUK MASYARAKAT TIDAK 
MISKIN ASAL MAU KELAS 3 . DARI HASIL 
PANTAUAN YPKKI BIAYA KALAU ADA PASIEN 
JAMPERSAL DILAKUKAN TINDAKAN DANA DIAMBIL 
DARI JAMKESMAS 



LANJUTAN JAMKESMAS 

• YANG JADI PERMASALAHAN : 
1. MENURUT PENGGUNAAN ISTILAH BAHASA 
INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR ISTILAH 
KESEHATAN SUDAH MENCAKUP MULAI MANUSIA 
DALAM KANDUNGAN SAMPAI MASUK LIANG LAHAT’
JADI PROSES PERSALINAN ADALAH BAGIAN DARI 
KESEHATAN BUKAN BAGIAN TERSENDIRI .
2. PROGRAM JAMKESMAS ADALAH PROGRAM UNTUK 
ORANG MISKIN DAN RESIKO MISKIN SEDANG JAMORANG MISKIN DAN RESIKO MISKIN SEDANG JAM
PERSAL UNTUK SIAPA SAJA MISKIN ATAU TIDAK 
MISKIN ASAL MAU KELAS 3 .APAKAH HAL INI 
DIBENARKAN SESUAI PRATURAN TERUNDANG 
UNDANGAN ????????????



Lanjutan JAMKESMAS

• PROGRAM NASIONAL YANG TIDAK DILAKSANAKAN 
PEM.DKI SEBAGAI IBUKOTA NKRI , KARENA 
PEM.DKI MEMBUAT PROGRAM GAKIN DIMANA 
SEBAGAI REGULATOR MERANGKAP OPERATOR .

• DATA PESERTA DIAMBIL DARI BPS,BKKBN DAN 
DAERAH SEHINGGA ADA PESERTA YANG 
MENDAPAT KARTU PESERTA LEBIH DARI SATU 
TAPI ADA PULA YANG TIDAK PUNYA KARTU 

• MANAJEMENNYA MENGGUNAKAN INA DRG SITIM • MANAJEMENNYA MENGGUNAKAN INA DRG SITIM 
YANG DIBUAT OLEH UNIV. KEBANGSAAN 
MALAYSIA DIMANA MALAYSIA SENDIRI BELUM 
DIGUNAKAN SISTIM SEPERTI INI

• SISTIM PEMBIAYAAN DANA DITARUH DIMUKA  



UNDANG UNDANG NO 40 TH 2004 
TENTANG SJSN 
• BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 52 AYAT 

(2) UU NO 40 TAHUN 2004 DISEBUTKAN 
BATAS WAKTU PALING LAMBAT UNTUK 
PENYESUAIAN SEMUA KETENTUAN YANG 
MENGATUR BPJS  ADALAH 19 OKTOBER 
2009NAMUN HAL INI GAGAL 
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH 
PROGRAM JAMKESMAS SAAT INI
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH 
PROGRAM JAMKESMAS SAAT INI
ADALAH PROGRAM YANG SAMA DENGAN 
PROGRAM PELAYANAN KES.MASKIN TH 2004 
YANG TELAH GAGAL TOTAL PERLU 
DILANJUTKAN ……………………?????



• SUDAH SAATNYA MASYARAKAT 
MISKIN JANGAN DIJADIKAN OBYEK 
PROGRAM BELAKA,KESEHATAN HANYA 
SEBAGAI ALAT DAGANG POLITIK 
PILKADA DAN PEMILU NAMUN WAJIB 
DIJADIKAN SUBYEK DEMI 
MENINGKATKAN KESEHATAN 
INDONESIA DIMASA DATANG ………….
MENINGKATKAN KESEHATAN 
INDONESIA DIMASA DATANG ………….

• SEGERA LAKSANAKAN UU SJSN NO 
40 TAHUN 2004 DAN UU BPJS NO 24 
TAHUN 2011 PALING LAMBAT 1 
JANUARI 2014  



MENGAPA HARUS SEGERA 
DILAKSANAKAN ?

SUDAH CUKUP RAKYAT 
INDONESIA JADI KORBAN 

SUDAH CUKUP RAKYAT 
INDONESIA JADI KORBAN 

SISTEM PELAYANAN 
KESEHATAN YANG SEPERTI 

SEKARANG INI 



667 KASUS PENGADUAN 
SAMPAI  JUNI 2012

16,7

5,6

11,1

66,7

DOKTER RS DOKTER &  RS OBAT



KASUS PERTAMA CATHETER 
TERTINGGAL DI TUBUH PASIEN 

OPERASI ESWL SELAMA 2,5 
TAHUN



NASIB SIMISKIN LAHIR DENGAN USUSNYA DI LUAR 
PERUT DITOLAK RSCM DENGAN ALASAN TEMPAT PENUH 

DALAM KEADAAN EMERGENCY

LAHIR TGL 2 JUNI 2005, 
MENINGGAL TGL 5 JUNI 2005.
BAGAIMANA NASIB SIMISKIN 
YANG LAIN…



KERJA SAMA RS DENGAN PABRIK 
OBAT DENGAN SISTEM TARGET



ALAT BUKTI MASKIN DITANAH MERAH KP BETING 
TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA ( TGL 25 AGUSTUS 
2005 )



POSTER GRATIS BANYAK DIRS TAPI 
PASIEN MASIH DIKENAKAN BIAYA 

SILUMAN MISALNYA UNTUK 
ANASTHESI Rp 750.000,-



RSUD IDIRAYAE 
TGL 22 AGUSTUS 2007

PASIEN WANITA DAN PRIA PADA RUANG PERAWATAN 
PENYAKIT BEDAH DIJADIKAN SATU TANPA PEMISAH





PASIEN JAMKESMAS TH 2011 
DIMINTA 12 JUTA RP UTK BIAYA 
OPERASI TULANG KEPALA BUATAN 



JARI KELINGKING 
PUTUS KARENA INFUS 



SURAT KEMENTRIAN KESEHATAN MEMINTA  
DATA LENGKAP REKAM MEDIK PENDERITA 

KANKER TH 2005 S/D 2007 DI JAKARTA UNTUK 
DIKIRIM KE IARC PADA 78 RUMAH SAKIT DI 

JAKARTA





PEMASANGAN ALAT 
PEMERATA GIGI YANG 

TIDAK RASIONAL



Miracle Indonesian train track therapy 
allegedly cures diabetes

Steve Tarlow August 2, 2011

Many believe Indonesian train track therapy cures diabetes. (Photo Credit: CC BY/Le Melody/Flickr) 



HASIL PEMETAAN MR2 / YPKKI DI 12 PROPINSI DI 
INDONESIA DALAM RANGKA PRA BPJS

TANGGAL PELAKSANAAN 10 MEI 2012 S/D 30 OKT 2012

• 12 PROPINSI IALAH :
1. SUMATERA UTARA 
2. RIAU
3. SUMATERA SELATAN 
4. DKI JAYA
5. JAWA TENGAH 5. JAWA TENGAH 
6. JAWATIMUR 
7. BALI 
8. NTB
9. KALIMANTAN TIMUR 
10. KALIMANTAN BARAT 
11. SULAWESI SELATAN 
12. SULAWESI UTARA 



TEMPAT PELAKSANAAN

• RUMAH SAKIT PEMERINTAH :35 RUMAH 
SAKIT 

1. RSUPN
2. RSUP
3. RS PENDIDIKAN
4. RSUD4. RSUD
5. RS TENTARA DAN POLRI
• RUMAH SAKIT SWASTA : 13 RUMAH 

SAKIT 
• TOTAL RUMAH SAKIT  : 48 RUMAH SAKIT 



LANJUTAN 

• PENGAMBILAN DATA : 
PENGAMATAN DAN  WAWANCARA 

• ANALISA : 
• UU NO 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 
• UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK • UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK 

KEDOKTERAN ,
• UU NO 32 TTG PEMERINTAHAN 

DAERAH
• UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK
• UU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN 

PUBLIK
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CATATAN KHUSUS
• KHUSUS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN ATURAN DAN 

MASALAH BIAYA PASIEN HARUS DIBUAT ATURAN 
KHUSUS    

• TARIF BIAYA YANG MASIH TERLALU KECIL ( TARIF 
POKOKE SK MENKES ) SEHINGGA PERLU DIBUAT 
TARIF YANG SEBENARNYA DENGAN MEMBUAT 
STANDAR PELAYANAN MEDIK , CLINICAL PAT 
BARU DITENTUKAN UNIT COST DENGAN 
MELIBATKAN SELURUH INSTITUSI KESEHATAN 
YANG TERKAIT    YANG TERKAIT    

• MASIH ADA BIAYA UNTUK MEMBELI ALAT 
KESEHATAN 

• PEMBAYARAN JAMKESDA TERTUNDA SAMPAI 
HAMPIR 2 TAHUN 

• LOKET PELAYANAN DIPERBESAR DENGAN 
SIRKULASI UDARA YANG BAIK DAN BERSIH 



LANJUTAN CATATAN KHUSUS:

• DISEDIAKAN LOKET KHUSUS UNTUK 
MANULA 

• LAYANAN APOTEK / FARMASI DIPERBANYAK
• MASIH ADA DIAGNOSA PASIEN DITULIS 

DITEMPAT RUANG PERAWAT , PINTU 
KAMAR DAN TEMPAT TIDUR PASIEN 
MELANGGAR JAMINAN KERAHASIAN 
PASIEN PASIEN 

• MASIH ADA PROMOSI DARI PRODUSEN 
PENGGANTI ASI DIRUMAH SAKIT 
SEHINGGA MELANGGAR UU NO 36 TH 2009 
.



Contoh DIAGNOSA PASIEN DITULIS DI 
KANTOR RUANG PERAWATAN dan 

TEMPAT TIDUR PASIEN 



PELANGGARAN UU NO 36 TH 2009 TTG 
KESEHATAN DALAM PROMOSI 

PENGGANTI ASI DIRUMAH SAKIT



APAKAH PELAYANAN KESEHATAN 
DI INDONESIA SEPERTI INI ?????
( mohon maaf isue ganbar diambil dari internet )

JAWABANNYA TENTU TIDAK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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